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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang 

dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Tanggung jawab Negara dalam memenuhi Hak Asasi 

Manusia menurut Siasyah pada dasarnya sama dengan 

pandangan-pandangan yang lain, bahkan jauh lebih maju 

sebelum pandangan Barat ada mengenai HAM. Yang paling 

utama diusung oleh Islam mengenai HAM ini adalah hak 

untuk hidup dan menghargai hidup manusia yang lain. Hal 

tersebut tertuang dalam QS. 5 (al-Ma’idah):32. Selain itu, 

Islam juga menjamin agar penganutnya memperoleh 

kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Hal tersebut tertuang 

dalam QS. 51 (adz-Dzariyat) : 19. Ada pula Hak untuk 

mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dengan  batasan-

batasan yang telah diatur sebelumnya, serta berhak untuk 
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memperoleh keadilan dan mendapatkan tempat tinggal yang 

layak. 

2. Relevansi tanggung jawab Negara dalam pemenuhan HAM 

baik menurut Siasyah maupun hukum positif Indonesia 

keduanya sama-sama relevan. Dalam kajian Siasyah 

misalnya, terdapat Piagam Madinah yang didalamnya 

memuat aturan HAM tanpa pandang ras, suku, agama dan 

budaya. Dan hal tersebut diterapkan Islam secara  konsekwen. 

Sementara hukum positif Indonesia dikatan relevan karena 

spirit dari UUD 1945 banyak didominasi oleh sumber-sumber 

dari Islam. Dalam amandemen ke dua UUD 1945 turut 

memuat pengaturan HAM yang sama dengan Islam antara 

lain: Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan 

taraf kehidupan, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang syah, Hak mengembangkan diri, 

Hak keadilan, Hak kemerdekaan/kebebasan, Hak atas 

kebebasan Informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan 

  



133 

 

B. Saran-Saran  

Dari penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara 

Dalam Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Dalam Kajian Fiqh 

Siyasah” ini, maka Penulis mengajukan beberapa saran yang 

dapat digunakan untuk memberikan suatu rekomendasi: 

1. Mendorong Negara agar secara konsekwen menjalankan 

amanat UUD 1945 khususnya yang memuat aturan-aturan 

tentang HAM ditengah maraknya kasus HAM di Indonesia. 

Setelah itu, Negara juga patut terlibat aktif terhadap dunia 

internasional atas issu-issu yang menyangkut tentang 

pelanggaran HAM. Dirasa penting, sebelum melakukan tugas-

tugas itu, terlebih dahulu Negara perlu menyelesaikan ribuan 

kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri baik 

yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi baru-baru ini 

2. Merekomendasikan agar dunia akademisi ikut andil dan 

berperan aktif dalam mendorong Negara menyelesaikan 

masalah-masalah yang dikemukakan diatas. Bagaimanapun, 

dunia akademisi adalah dunia yang sangat berpotensi bias 

steril dari intervensi apapun, termasuk pelanggaran HAM. 


